ABSTRAK

Rangkap jabatan merupakan tindakan seseorang yang memegang jabatan lain
selain jabatan tetap yang dimiliki yang berarti memiliki lebih dari satu jabatan.
Secara umum, praktik rangkap jabatan sendiri dapat menimbulkan dampak buruk
seperti konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait
aturan rangkap jabatan pada Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat Rektor.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang bersumber dari bahan,
data dan semua informasi mengenai praktik rangkap jabatan. Ada beberapa
undang-undang yang mengatur tentang Jabatan seseorang baik memperbolehkan
maupun melarang praktik rangkap jabatan salah satunya yaitu Statuta Universitas
yang berbentuk Peraturan Pemerintah. Setiap Statuta Universitas memiliki
peraturan masing-masing terkait rangkap Jabatan salah satunya Rektor. Dalam
kasus Rektor Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu,
Rektor Universitas Hasanuddin dilarang melakukan rangkap jabatan. Rektor
Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu bahwa telah melanggar Pasal 27 huruf
D PP Nomor 53 Tahun 2015 Statuta Universitas Hasanuddin yaitu dengan
menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Vale Indonesia Tbk. Akan
tetapi, Rektor Unhas tidak mendapatkan sanksi sampai dengan masa jabatannya
habis. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi baik di Statuta Unhas
maupun Peraturan Menwa. Menurut pandangan Islam, praktik rangkap jabatan
dapat dibedah dari sisi Mudharat dan Mafsadatnya. Menurut peneliti, rangkap
jabatan lebih banyak Mafsadat (bahaya) dibanding Maslahatnya (Keslamatan).
Rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan, menghilangkan
kesempatan orang lain untuk mengisi suatu jabatan, memperkaya seseorang
sehingga dianggap tamak/rakus akan jabatan. Saran penulis sebaiknya Statuta
Universitas Hasanuddin di revisi dengan menambahkan pasal yang berisi sanksi
untuk Rektor yang melakukan praktik rangkap Jabatan
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